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ABSTRAK 
 
ANDI SORAYA TENRISOJI AMIRUDDIN (B11109352), Pemenuhan Hak 
Narapidana Dalam Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Anak Di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Parepare, dibimbing oleh 
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. selaku pembimbing l dan Dara 
Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing ll. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan 
hak narapidana dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan anak di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas ll B Kota Parepare. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare tepatnya di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas ll B Kota Parepare dengan melakukan pencarian 
data,  seperti data primer yang informasinya diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan para narapidana anak dan petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas ll B Kota Parepare, serta data sekunder yang 
diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas ll B Kota Parepare 
berupa data pelaksanaan pemenuhan hak narapidana dalam hal 
mendapatkan pendidikan dan pelatihan anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas ll B Kota Parepare. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana  
dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas ll B Kota Parepare belumlah memadai, disebabkan 
karena tidak diberikannya pendidikan yang sebagaimana mestinya.Di 
lapas anak ini lebih memprioritaskan pelatihan keterampilan pada 
narapidana. Selain itu lapas anak yang diperkhususkan untuk anak pidana 
tidak maksimal di karenakan adanya narapidana dewasa, yang seperti kita 
ketahui narapadina anak tidak diperbolehkan di gabung dengan 
narapidana dewasa. Karena narapidana dewasa dapat  mempengaruhi 
pemikiran anak, disamping itu juga jiwa anak yang tidak stabil maka 
segala macam perkataan dan sikap buruk yang di tampilkan oleh 
narapidana dewasa akan diikuti pula oleh narapidana anak. Persoalan ini 
pada akhirnya akan menghambat proses pembinaan pada anak didik. 
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DAFTAR PUSTAKA    
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya 
sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi 
dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan 
secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan 
tindak pidana di masa yang akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil 
dari sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan 
keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam 
hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan 
bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan. 
Sistem Pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini 
merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa 
Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di 
Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku 
tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi 
sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses 
pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap 
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perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan 
yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang 
berguna bagi masyarakat. 
Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan 
dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.Reaksi 
masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur 
pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan 
perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus 
pula di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan 
memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, 
maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus 
juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan 
berbagai macam kegiatan pembinaan. 
Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-
hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas 
institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah 
dan masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa: 
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 
berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” 
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 Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga 
binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan 
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di 
masyarakat.Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang 
baik dan bertanggung jawab. 
 Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus 
memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga 
Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak : 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. menyampaikan keluhan; 
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang; 
g. mendapatkan upah atau prerni atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya;  
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. mendapatkan     kesempatan     berasimilasi     termasuk     cuti 
mengunjungi keluarga;  
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;  
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan  
m. mendapatkan    hak-hak    lain    sesuai    dengan    peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 
 
 Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana di kemukakan 
di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental anak-
anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.Hal ini 
tentunya sesuai dengan UUD 1945 yang menentukan bahwa salah satu 
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cita-cita bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 
hampir dapat dipastikan bahwa anak-anak yang sering tersangkut 
masalah hukum yang akhirnya berujung pada Lembaga Pemasyarakatan 
adalah mereka yang kurang mendapatkan pendidikan yang layak. 
 Pemerintah harus jeli melihat fenomena ini, selain dapat melakukan 
pembinaan terhadap narapidana agar dapat diterima kembali oleh 
masyarakat, keadaan ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik sebagai 
sarana yang sangat tepat untuk melakukan pendidikan dan pengajaran 
terhadap anak yang tersangkut masalah pidana. Hal ini sangat membantu 
dalam hal mengurangi jumlah anak yang mendapatkan pendidikan kurang 
di masyarakat. 
 Berdasarkan ketentuan di atas, setiap narapidana yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah hak yang harus di 
penuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap narapidana yang telah 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dan tidak 
diberikan remisi merupakan salah satu pelanggaran terhadap peraturan 
Perundang-Undangan. 
 Perbedaan persyaratan terhadap narapidana berdasarkan jenis 
tindak pidana yang dilakukannya merupakan implementasi dari keadilan 
sebagai tujuan hukum. Tentunya hal ini dimaksudkan agar pelaku 
kejahatan sebagai mana ditentukan pada ayat (3) ketentuan tersebut tidak 
serta merta diberikan remisi dan disamakan dengan pelaku kejahatan 
lainnya. Namun pada penerapannya, tolak ukur terhadap ketentuan 
5 
berkelakuan baik ini tidak diatur secara limitatif oleh Undang-Undang, 
maupun peraturan-peraturan lanjutan lainnya. Sehingga kelonggaran 
hukum ini dapat saja dijadikan sebagai alat bagi para aparat penegak 
hukum untuk memberikan pengurangan masa tahanan kepada mereka 
yang tidak memenuhi syarat. 
 Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa 
tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemenuhan hak narapidana 
anak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIB Kota Parepare. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, 
maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Bagaimanakah pemenuhan hak anak dalam hal mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 
IIB Kota Parepare? 
b. Kendala apakah yang dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Klas IIB Kota Parepare dalam upaya melakukan pemenuhan 
hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan dan 
pelatihan?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan  hak anak dalam  hal 
mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIB Kota Parepare. 
b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIB Kota Parepare dalam upaya 
melakukan pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan. 
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan saran 
kepada pemerintah mengenai cara yang efektif dan solusi dari hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam upaya melakukan pemenuhan hak 
terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB 
Kota Parepare. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Konsepsi HAM Narapidana 
 Narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, 
seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi 
narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta 
pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi 
dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, para narapidana tidak 
hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan segala hak 
mereka.Penyiksaan, bahkan pembunuhan, di dalam penjara dan tahanan 
bukan cerita langka. Hak-hak asasi mereka, baik di bidang sipil, politik, 
maupun ekonomi, sosial dan budaya sering dirampas. Sejarah 
menunjukkan narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak 
manusiawi. Karena keprihatinan atas kondisi penjara dan tahanan, 26 Juni 
1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 
menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan 
perlakuan tidak manusiawi lainnya. Konvensi yang lazim disingkat dengan 
Konvensi Anti Penyiksaan ini juga diratifikasi Indonesia pada 1998. 
 Intinya Konvensi Anti Penyiksaan melarang penyiksaan tahanan 
dan narapidana, disamping menyerukan penghapusan semua bentuk 
hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Namun juga menegaskan 
bahwa penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau 
narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia Instrumen-
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instrumen Hak Asasi Internasional juga menetapkan standar minimum 
bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. Standar 
minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti 
mereka dengan alasan apa pun. Untuk mencegah penyiksaaan dan 
perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat 
tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak 
asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga 
swadaya masyarakat. 
 Selain itu, prosedur pendaftaran harus benar-benar memperhatikan 
hak asasi narapidana dan tahanan. Semua pemenjaraan dan penahanan 
harus didasari dasar hukum yang kuat beserta surat perintah resmi. 
Semua narapidana dan tahanan harus didaftar. Tidak boleh ada tahanan 
"titipan". Aturan besuk tidak boleh membatasi hak narapidana dan 
tahanan untuk bertemu keluarga dan penasihat hukumnya. Kondisi 
kesehatan mereka juga harus selalu terpantau. Khusus tahanan dan 
narapidana asing, harus juga diberi akses untuk berhubungan dengan 
perwakilan Negara mereka. Khusus narapidana perempuan, harus 
mendapat perlindungan khusus terutama berkaitan dengan pelecehan 
seksual oleh sipir ataupun narapidana pria. Selain itu, instrumen hak asasi 
manusia juga mewajibkan pengelola penjara dan tahanan untuk memberi 
makanan yang cukup dan layak. Penjara dan tempat tahanan harus 
memberikan ruang yang cukup, tidak boleh terlalu sesak. Ruang tahanan 
yang sesak juga melanggar hak dasar narapidana, hak narapidana untuk 
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melaksanankan ibadah harus juga diberikan. Tak seorangpun narapidana 
dilarang beribadah. Fasilitas ibadah juga harus disediakan, termasuk bagi 
penganut agama minoritas. 
 Pengaturan hak asasi narapidana ini harus mengacu pada hak 
asasi manusia secara internasional, karena setiap Negara diwajibkan 
untuk menghormati hukum hak asasi manusia, tanpa terkecuali. Dengan 
penetapan hukum internasional HAM, maka jaminan kolektif untuk 
perlindungan dan pemenuhannya, secara otomatis juga terus di 
kembangkan. Secara hukum internasional, standar perlakuan narapidana 
ini diatur dalam setidaknya dua macam konvensi. Hak seseorang untuk 
tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak 
manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya jelas termaktub 
dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. 
 Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat 
dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati 
keberadaannya oleh Negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan 
kebebasannya dalam bidang sipil dan poltik. 
 Pasal 10, Konvensi Hak Sipil dan Politik menentukan : 
1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan 
secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang 
melekat pada diri manusia. 
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, 
harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan 
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secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang 
belum dipidana. 
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan 
secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan. 
4. Sistem Pemasyarakatan harus memiiiki tujuan utama memperbaiki 
dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. 
Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa. 
 
B. Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
Untuk  dapat  melakukan  pembahasan  terkait  pemenuhan   hak 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak bagi anak, maka 
haruslah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah terkait pembahasan 
tersebut. Pertama, penulis mencoba mengambil beberapa kutipan terkait 
pengertian narapidana. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti 
bahwa:1Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani 
hukuman karena tindak pidana); terhukum. 
Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan 
bahwa2Narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya 
berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: 
Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga 
Pemasyarakatan. 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002:774 
2
Dahlan, \ Him. 537. 
2
Dahlan, M.Y. AI-Barry , Kamus Induk Istilah llmiah Seri Intelectual, Surabaya, Target 
Press, 2003, 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang 
menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 
Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana 
adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di 
Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 
 
2. Hak-hak Narapidana 
Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan 
hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak 
moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu 
bertujuan untuk menjamin marrtabat setiap manusia. Kedua, hak menurut 
hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari 
masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. 
Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, 
yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan 
tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama 
tersebut di atas.3 
                                                             
3
Syahruddin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan 
Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Makassar. 2010, Him. 11. 
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 Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga 
Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak : 
a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; 
c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. menyampaikan keluhan; 
f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang; 
g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya;  
i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
j. mendapatkan     kesempatan     berasimilasi     termasuk     cuti 
mengunjungi keluarga;  
k. mendapatkan pembebasan bersyarat;  
l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan  
m. mendapatkan    hak-hak    lain    sesuai    dengan    peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 
 
 Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran 
terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. 
Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan 
lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. 
4Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, 
komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap 
pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim 
pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah 
kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan 
                                                             
4
Naning Ramdlon, HAM Di Indonesia, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI. Makalah 1983, 
Him. 8. 
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berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan 
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.5 
 Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam 
Internasional Covenant on Civil and Political Rights (1CCPR) 1996 
(Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik), Declaration on 
Protection From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan 
dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak manusiawi dan 
merendahkan martabat manusia), Standar Minimum Rules For The 
Treatmen Of Prisoner 1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan 
napi yang menjalani Pidana).6 
 Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diinrodusir menjadi 
hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang 
bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 
ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, 
diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat 
mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus 
didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah 
reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggara-pelanggar dibawah umur 
harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang 
layak bagi usaha dan status hukum mereka. 
                                                             
5
Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap 
PenegakanHAM di Indonesia, Disertasi, Makassar, Perpustakaan FH-Unair, 1999, H|m. 
149. 
6
Ibid.,him. 149. 
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 Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai 
Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman 
(Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), 
yang meliputi:7 
1. Buku register; 
2. Pemisahan kategori Napi; 
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi; 
4. Fasilitas sanitasi yang memadai; 
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet; 
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak; 
7. Makanan yang sehat; 
8. Hak untuk berolahraga diudara terbuka; 
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi 
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri 
apabila dianggap indisipliner;  
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman 
badan; 
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana; 
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi 
untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan; 
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; 
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang 
bersifat mendidik; 
15. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama; 
16. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang 
berharga; 
17. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga; 
 
 Dari apa yang tertulis di atas, dapat di lihat bahwa masih banyak 
aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang 
dikeluarkan oleh PB8 tentang Perlindungan HAM Napi yang masih sangat 
mungkin untuk di adopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait 
dengan pemasyarakatan di Indonesia.  
 
                                                             
7
Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, 
Pustaka Sinar harapan, 1995, Him. 74. 
15 
3. Pengertian Anak 
 Secara umum peraturan Perundang-Undangan di berbagai negara 
terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan 
tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid (2004:21) 
menguraikan bahwa di Amerika, batas umur anak delapan sampai 
delapan belas Tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 
Tahun dan maksimal 16 Tahun, di Inggris batas umur anak 12 Tahun dan 
maksimal 16 Tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah 
apabila umur antara 12 sampai 18 Tahun, demikian juga di Srilangka, 
Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura. 
 Selanjutnya Task Force on Juvenile Delinquency Prevention 
menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan 
menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 Tahun. Resolusi 
PBB Nomor 40/33 tentang Standard Minimum Rule for the Administration 
of Juvenile Justice, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 Tahun. 
 Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H 
Cama (Lilik Mulyadi, 2005:16-17) batas umur minimal bervariasi dari umur 
7-15 Tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut: 
Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H. Cama, 
Hakim Pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research 
untuk Departemen Sosiat dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas 
permintaan Social Commison dari Economic and Social Council 
menyatakan, bahwa: 
a. Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di bawah usia 7 
Tahun dianggap tidak melakukan kejahatan; 
b. Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
anak kurang dari 14 Tahun tidak dapat dihukum; 
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c. Di Filipina, anak-anak di bawah 9 Tahun, dan di Muangthai anak-
anak di bawah 7 Tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan 
secara kriminal; 
d. Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di antara umur 7 
Tahun dan di bawah 12 Tahun dan Filipina seorang anak di antara 
umur 9 Tahun dan di bawah 15 Tahun tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, 
apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati 
bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. 
 
Sedangkan untuk batasan umur maksimum 18 Tahun dirasakan 
cukup representatif dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (UU 
1/1974, UU 12/1995, UU 3/1997) serta juga identik pada ketentuan umur 
di 27 Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, 
Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Convention on the 
Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dari Sidang Majeiis 
Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia 
disahkan dengan Keputusan Presiden Rl Nomor: 36 Tahun 1990 (LNRI 
Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990. 
Berbagai batas umur seperti diuraikan di atas, nampak ada 
kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas 
minimal berumur 7 Tahun dan batas maksimal 18 Tahun, walaupun 
demikian ada juga negara yang mematok usia anak terendah 6 Tahun dan 
tertinggi 20 Tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja 
terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh 
kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut. 
Di Indonesia ada beberapa peraturan Perundang-Undangan yang 
mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
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tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan 
masalah anak. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 adalah sebagai berikut: 
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) Tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak 
yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan 
yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan Perundang-
Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.” 
 
 Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.” 
 
 Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: 
"Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang 
masih dalam kandungan". 
 Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, 
anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum 
berusia 18 Tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam 
kandungan. 
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C. Pendidikan dan Pelatihan 
1. Definisi Pendidikan dan Pelatihan 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Definisi lain 
dari pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha manusia untuk 
meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina pada potensi 
pribadinya yang berupa rohani (cipta, rasa, dan karsa) serta jasmani 
(panca indra dan ketrampilan). 
Pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai 
kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh 
karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi,  pelatihan 
dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan 
menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat 
diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka 
saat ini. Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dengan 
pengembangan, dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam 
cakupan serta memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan 
baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa 
mendatang. 
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2. Jenis-Jenis Pendidikan 
Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 
dan membentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 
a. Jalur Pendidikan 
Jalur pendidikan terdiri atas: 
1) Pendidikan Formal, 
2) Nonformal, dan 
3) Informal. 
b. Jalur Pendidikan Formal 
Jenjang pendidikan formal terdiri atas: 
1. Pendidikan Dasar, 
2. Pendidikan Menengah,dan 
3. Pendidikan Tinggi. 
c. Jenis pendidikan mencakup 
Pendidikan umum, 
1. Kejuruan, 
2. Akademik, 
3. Profesi, 
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4. Vokasi, 
5. Keagamaan, dan 
6. Khusus. 
d. Pendidikan Dasar 
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 
jenjang pendidikan menengah. Setiap warga negara yang berusia tujuh 
sampai dengan lima belas Tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib 
belajar bagi setiap warga negara yang berusia 6 (enam) Tahun pada 
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 
e. Pendidikan dasar berbentuk 
1) Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk 
lain yang sederajat; 
2) Serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah 
Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 
f. Pendidikan Menengah 
Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 
Pendidikan menengah terdiri atas: 
1) Pendidikan Menengah Umum, dan 
2) Pendidikan Menengah Kejuruan. 
Pendidikan menengah berbentuk: 
1) Sekolah Menengah Atas (SMA), 
2) Madrasah Aliyah (MA), 
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3) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 
4) Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 
sederajat. 
g. Pendidikan Tinggi 
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 
pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, 
sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk: 
1) Akademik, 
2) Politeknik, 
3) Sekolah Tinggi, 
4) Institut, atau 
5) Universitas. 
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat 
menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. 
h. Pendidikan Nonformal 
Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat 
yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 
penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 
mendukung pendidikan sepanjang hayat.Pendidikan nonformal berfungsi 
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada 
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 
pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 
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Pendidikan nonformal meliputi: 
1. Pendidikan kecakapan hidup, 
2.  Pendidikan anak usia dini, 
2.  Pendidikan kepemudaan, 
3.  Pendidikan pemberdayaan perempuan, 
4.  Pendidikan keaksaraan, 
5.  Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 
6.  Pendidikan kesetaraan, serta 
7.  Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik. 
Satuan pendidikan nonformal terdiri atas: 
1. Lembaga Kursus, 
2. Lembaga Pelatihan, 
3. Kelompok Belajar, 
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan 
5. Majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 
Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang 
memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan 
sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, 
usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil 
program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan 
oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 
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i. Pendidikan Informal 
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan 
lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.Hasil pendidikan 
informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah 
peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 
 
3. Jenis-Jenis Pelatihan 
Berdasarkan Tempat pelatihan dibedakan menjadi: 
a. Off the job training 
Metode-metode yang digunakan diupayakan sedekat-dekatnya 
sehingga menggambarkan realita pekejaan yang sebenarnya, 
lantara lain : kasus, simulasi 
b.  On the job training 
Pelatihan yang diselenggarakan di dalam tugas-tugas nyata. 
Bentuk bentuknya antara lain yang dikenal: 
1. Rotasi tugas (mutasi) 
2. Magang 
3. Komite-komite 
 4. Proyek 
 
Berdasarkan program: 
a. Orientasi (Induksi) 
bertujuan memperkenalkan karyawan baru dengan 
organisasinya,values yang di anut, serta hal lain yang berkaitan 
dengan lingkungan kerja yang baru 
b. Pelatihan teknis khusus. 
Tujuannya mengajarkan keterampilan-keterampilan teknis yang 
baru atau meningkatkan yang sudah dimiliki. 
c. Pelaksanaan teknis semi professional 
d. Pelatihan professional 
e. Program pelatihan khusus 
f. Program pelatihan supervisi8 
 
 
                                                             
8http://www.wikipedia.com/jenis-jenis-pelatihan 
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D. Lembaga Pemasyarakatan 
1. Pengertian dan Sejarah Singkat Pemasyarakatan 
Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah 
mengalami perubahan yang sangat signiflkan sejak dicetuskannya sistem 
pemasyarakatan oleh Sahardjo. Dalam pidatonya yang berjudul "Pohon 
Beringin Pengayoman", yang mengemukakan konsep tentang 
pengakuan kepada narapidana sebagai berikut: 
“Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi 
penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka 
tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita 
bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, 
membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota 
masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna".9 
 
Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap 
Warga binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan 
secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada 
tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 13641. 
Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang 
sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), 
Deterennce (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan 
tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak 
mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. 
Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang 
                                                             
9Ibid., him. 9. 
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berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan 
masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik 
atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). 
Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa: 
“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan 
batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.” 
 
Kemudian dalan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang 
Pemasyarakatan ditegaskan bahwa: 
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesaiahan, memperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab.” 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah 
telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan 
perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan 
memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak 
terpidana. 
Bertitik tolak dari Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara (Staatsblad 
708 Tahun 1917) bahwa "penjara" itu dapat diartikan sebagai: 
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1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
2. Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib 
hukum. 
Menurut Ramlf Atmasasmita Rumah Penjara sebagai tempat 
pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara 
lain : 
1. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang 
sifatnya berat, 
2. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana 
diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan 
permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan 
ampelas. 
Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan 
kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara 
terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani 
di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal 
demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi 
melainkan Lembaga Pemasyarakatan. 
Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga 
Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada surat keputusan 
Menteri Kehakiman Rl No. M.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 
ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu : 
a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I  
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b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA  
c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan 
dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen 
Hukum dan HAM Rl adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan 
yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan 
pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia 
adalah sebagai berikut: 
a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu 
penyelidikan atau melakukan suatu usaha. 
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan 
yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan 
Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan 
pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas 
tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak 
pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut 
terlibat, untuk kembali ke masyarakat. 
Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga 
Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi 
wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik 
pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat 
hidup normal kembali di tengah masyarakat. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara 
resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah 
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan. 
 
2. Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Berdasarkan  Pasal 5 Undang-Undang  Nomor 12 Tahun  1995 
Tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa; 
Sistem   pembinaan  pemasyarakatan  dilaksanakan   berdasarkan 
asas: 
a. pengayoman; 
b. persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. pendidikan; 
d. pembimbingan; 
e. penghormatan harkat dan martabat manusia;  
f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya 
penderitaan;dan 
g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang  -orang tertentu. 
 
Selanjutnya daiam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan : 
a) Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan 
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan 
pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam 
masyarakat. 
b) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan 
dan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa 
membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. 
c) Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara 
pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara 
lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan 
kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. 
d) Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai 
orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap 
diperlakukan sebagai manusia. 
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e) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, 
yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam 
LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga negara 
mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga 
binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain 
seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan 
keterampilan, olah raga dan rekreasi. 
f) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan 
pemasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekatkan dan 
dikenalkan dalam masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan 
kedalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan 
kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti 
program cuti mengunjungi keluarga (CMK). 
 
Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk 
membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi: 
1. Seutuhnya; 
2. Menyadari kesalahan; 
3. Memperbaiki diri; 
4. Tidak mengulangi tindak pidana; 
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat; 
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan 
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab. 
 
Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan 
warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat 
dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai 
manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, 
dengan sesamanya dan lingkungannya. Kurang lebih sejak tahun 1954 di 
Indonesia terutama di Jakarta, sebuah ibu kota Negara, sudah terbentuk 
hakim khusus yang mengadili anak- anak dengan di bantu oleh pegawai 
prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan 
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orang – orang dewasa. Permasalahan anak sebagai bagian dari generasi 
muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumber daya 
manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumberdaya 
manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan 
dan peratuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengenaan 
sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, 
sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku 
perbuatan tersebut. Jika sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah 
seorang lewat pengenaan suatu penderitaan agar yang bersangkutan 
jera, maka fokus dari sanksi tindakan terarah pada upaya memberi 
pertolongan agar dia berubah. Sudah jelaslah bahwa sanksi pidana lebih 
menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan 
penderitaan yang sengaja di berikan kepada seorang yang melanggar. 
Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan 
masyarakat dan pembinaan dan perawatan si pembuat. 
 
3. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia 
Bertitik tolak dari Pasal 1 ayat (1) Reglemen Penjara (Staatsblad 
708Tahun 1917) bahwa "penjara" itu dapat diartikan sebagai: 
1. Tempat untuk menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. 
2. Tempat untuk mengasingkan orang yang melanggar tata tertib 
hukum. 
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 Menurut Ramli Atmasasmita Rumah Penjara sebagai tempat 
pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara 
lain: 
1. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang 
sifatnya berat. 
2. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana 
diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan 
permukaan benda-benda dari kayu dengan mempergunakan 
ampelas. 
Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan 
kebiasaan saat itu dalam hal menempatkan para terpidana secara 
terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani 
di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal 
demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi 
melainkan Lembaga Pemasyarakatan. 
Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga 
Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada surat keputusan 
Menteri Kehakiman Rl No. M-01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 
ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu : 
1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I 
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A 
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B  
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Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan 
dan kegiatan kerja.Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen 
Hukum dan HAM Rl adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan 
yang menampung, merawat dan membina narapidana. Sedangkan 
pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia 
adalah sebagai berikut: 
a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu 
penyelidikan atau melakukan suatu usaha. 
b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan 
yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan 
Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan 
pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas 
tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak 
pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut 
terlibat, untuk kembali ke masyarakat. 
Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga 
Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi 
wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik 
pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat 
hidup normal kembali di tengah masyarakat. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara 
resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah 
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tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan. 
E. Sistem Pemasyarakatan Narapidana Anak di Indonesia 
Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai 
fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha 
rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. 
Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 
juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan 
pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar warga binaan 
menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi 
melakukan tindakan-tindakan pidana di masa yang akan datang. 
Banyak lembaga peradilan yang memilih alternatif pengenaan 
sanksi pidana sebagai upaya penanganan dan penyelesaian anak yang 
melakukan tindak pidana setelah melalui proses peradilan. Dengan 
adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
diharapkan dapat memberi jaminan yang lebih baik dalam pengambilan 
keputusan yang lebih adil, arif, dan bijak bagi anak pelaku tindak pidana. 
Dalam Undang-Undang tersebut anak pelaku tindak pidana (NAPI anak) 
sebaiknya diberi perlakuan khusus dengan menempatkan pada Lapas 
yang terpisah dari NAPI dewasa. 
Lapas bukan tempat untuk menghukum anak, tetapi tempat 
mendidik anak. Bukan pula berfungsi sebagai tempat pembinaan anak 
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karena melangar hukum. Bentuk pembinaan NAPI anak sama dengan 
anak lain yang berada ditengah masyarakat dalam rangka memelihara 
masa depan. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk 
diimplementasikan pada semua NAPI anak. 
Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan 
orang dewasa. Letak perbedaan adalah dimulai perlakuaan khusus dari 
pihak kepolisisan, kejaksaan, pengadilan sampai dengan Lapas sebagai 
institusi yang melaksanakan pembinaan hukum terhadap NAPI anak. 
Sehingga dalam pembinaan NAPI anak diperlukan penanganan khusus 
yang sebaiknya dilakukan oleh petugas yang terdidik atau memahami 
tentang anak nakal dan anak terlantar. Hal tersebut adalah salah satu hal 
yang sampai sekarang belum dapat direalisasikan secara baik oleh 
instansi terkait. Permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak 
mengundang perhatian tersendiri dari berbagai kalangan dan instansi 
pemerintah. 
Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan 
NAPI anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan 
Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
bahwa Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah 
dari NAPI dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak 
memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai 
bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain. 
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Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan 
tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan 
tempat untuk melaksanakan pembinaan NAPI dan Anak Didik 
Pemasyarakatan (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan). Mengacu ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI 
dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan: 
1) Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus 
terpisah dari orang dewasa 
2) Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan 
sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana 
di Lapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang  Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap 
anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, 
jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan 
kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 
 Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup 
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.  
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 Program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan 
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Bapas ditekankan 
pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan 
kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental 
dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan 
masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada 
pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan 
dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, secara singkat dapat 
dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan 
terpidana yang beradasarkan asas Pancasila, dan memandang terpidana 
sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat. 
 Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam sistem 
Pemasyarakatan dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas 
Pemasyarakatan. Pelaksanaan Pemasyarakatan menuntut profesionalitas 
SDM yang akan memahami dengan baik tujuan Pemasyarakatan dan 
bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari 
perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, di dalam melaksanakan 
pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan 
instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk 
menunjang efektifitas. 
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 Ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu 
bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan 
kepribadian yang ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut: 
a. Pembinaan kesadaran beragama. 
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). 
d. Pembinaan kesadaran hukum.  
e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. 
Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-
program, sebagai berikut: 
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri. 
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil. 
c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing. 
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau 
kegiatan pertanian. 
  Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua 
program pembinaan yang diberikan yang meliputi: 
a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar 
Paket C 
b. Pendidikan ketrampilan,misalnya pembuatan keset, kursi atau 
meja, dan lain- lain. 
c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi 
pekerti. 
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d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian 
(nasional dan tradisional). 
e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran 
jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, 
dan sebagainya.  
Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh LPA 
dengan dibantu dan mendapat daya dukung dari pihak-pihak yang 
memiliki kompetensi dan sesuai dengan bidang yang ada dalam program 
pembinaan tersebut, dengan melakukan kerjasama baik dengan lembaga 
swadaya masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan seperti 
Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
dan lembaga-lembaga lain. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Agar Penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat 
pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada 
Lembaga PemasyarakatanAnak Klas IIB Kota Parepare. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni: 
a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan para petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIB Kota Parepare. 
b. Data    sekunder,    yaitu    data    yang    diperoleh    dari    
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Kota Parepare berupa 
data pelaksanaan pemenuhan  hak narapidana dalam hal 
mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan anak  pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Kota Parepare ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
penelitian kepustakaan(library research). Penelitian tapangan (field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan 
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pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat pada 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Kota Parepare. Selain itu 
penulis juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa Narapidana 
yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Kota Parepare 
terkait pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi). Sedangkan 
Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 
untuk memperoleh data skunder yang berhubungan dengan penelitian 
penulis. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih 
dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian 
menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. 
41 
BAB IV 
 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pemenuhan Hak Anak dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan 
Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB 
Parepare. 
Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas dari hak dan 
kewajiban. Konsep mengenai “hak” dan “kewajiban” adalah konsep yang 
terjalin kepada setiap manusia dimana pun dan kapan pun yang sesuai 
dengan pemahaman terhadap nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang 
dianut. Meskipun terdapat pemahaman  yang berbeda terhadap konsep 
“hak” dan “kewajiban”, namun semuanya mengarah kepada suatu titik 
yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban adalah sesuatu yang 
esensial pada manusia. Oleh karena itu, hak juga dimiliki oleh para 
narapidana. 
Dalam setiap lembaga yang berorientasi di bidang pendidikan dan 
pembinaan senantiasa menetapkan target yang ingin dicapai dalam 
menjalankan fungsinya. C.I. Harsono (1995:48) menyatakan bahwa tujuan 
pembinaan adalah kesadaran (consciousness). Untuk memperoleh 
kesadaran dalamdiri seseorang, maka seseorang harus harus mengenal 
diri sendiri. Kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, termasuk 
narapidana anak, mempunyai tujuan sebagai berikut: 
1) Mengenal diri sendiri; 
2) Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan; 
3) Mengenal potensi diri; 
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4) Mengenal cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri 
sendiri ke arah yang positif, ke arah perubahan yang semakin 
baik; 
5) Mampu memotivasi orang lain; 
6) Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, 
keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, 
bangsa dan negaranya; 
7) Mampu berfikir dan bertindak; 
8) Memiliki kepercayaan diri yang kuat; 
9) Memiliki tanggung jawab; 
10) Menjadi peribadi yang tangguh. 
 
Untuk mencapai tujuan suci dan mahaberat yang dinyatakan oleh  
C.I. Harsono di atas, maka dibuatlah berbagai macam program–program 
rehabilitasi sosial yang berorientasi ke pendidikan dan pelatihan di 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Parepare (selanjutnya disebut 
“Lapas Anak”). Program rehabilitasi sosial yang dimaksudkan itu meliputi 7 
(tujuh) Program Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan selama 
narapidana anak menjalani masa hukumannya. Program-program tersebut 
meliputi: 
1) Pendidikan keagamaan; 
2) Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara; 
3) Pendidikan kemampuan intelektual; 
4) Pendidikan etika; 
5) Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani; 
6) Pembinaan reintegrasi sehat dengan masyarakat; 
7) Pendidikan keterampilan produktif. 
 
Berdasarkan tujuh program di atas, maka program tersebut secara 
otomatis menjadi hak setiap narapidana anak yang berada di Lapas Anak. 
Setidaknya terdapat 16 (enam belas) anak yang menjadi warga binaan di 
lapas anak dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1. 
Data Tentang Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 
IIB Parepare Tahun 2013 
 
No Nama Tindak Pidana 
Jenis Tindak 
Pidana dan Lama 
Pidana 
1 Aco Pembunuhan 4 Tahun penjara 
2 Muh.Jihadul Pencurian 2 Tahun penjara 
3 Muh.Erwin Narkoba 1 Tahun penjara 
4 Hermawan Perampokan 3 Tahun penjara 
5 Rasmin Pembunuhan 5 Tahun penjara 
6 Saiful Pencurian 2 Tahun penjara 
7 Fery Perampokan 1 Tahun penjara 
8 Darwansa Perampokan 1 Tahun penjara 
9 Ilham Perampokan  3 Tahun penjara 
10 Imran Perampokan  3 Tahun penjara 
11 Hendrik Pencurian 3 Tahun penjara 
12 Asrul Pencurian 2 Tahun penjara 
13 Resky Pencurian 10 Bulan penjara 
14 Rahmi Pelanggaran Lalu Lintas 
3 Bulan 25 Hari 
kurungan 
15 Tison 
Pelanggaran terhadap 
Ketertiban Umum 
5 Bulan kurungan  
16 Sulfikar Pencurian 10 Bulan penjara 
   Sumber data: Lapas Anak Klas IIB Parepare Tahun 2013 
 
1. Pendidikan Keagamaan 
Dalam proses pendidikan keagamaan di lapas anak, para Anak 
Pidana diberikan pembelajaran mengaji khusus bagi yang beragama 
Islam. Untuk narapidana anak yang berjenis kelamin perempuan mengaji 
di ajarkan setiap hari senin dan rabu, sedangkan untuk narapidana laki-
laki mengaji di ajarkan setiap hari selasa dan kamis. Ini bukanlah suatu 
proses diskriminasi terhadap agama lain karena kitab suci agama lain 
menggunakan bahasa Indonesia sedangkan kitab suci umat Muslim 
berbahasa Arab sehingga memerlukan pengetahuan khusus dalam 
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memahami huruf, tajwid dan qiraat (teknik membaca Alquran). Kitab suci 
Al-Quran memang tidak bisa dibaca secara serampangan dan hal itu telah 
menjadi kesepakatan di antara para ulama (ijma’). Tujuan dari pendidikan 
ini untuk membangkitkan jiwa dan kesadaran untuk beragama. Umat 
muslim mengakui bahwa dalam membaca Al-Quran, terdapat semacam 
efek yang membentuk pola aksi dan reaksi terhadap aktifitas membaca 
dan pembaca. Efek ini berlangsung secara spiritual terhadap jiwa si anak 
dalam membangkitkan fitrah (kondisi penciptaan yang khas pada 
manusia) kemanusiaannya. Imam Khomeini r.a. dalam surat wasiatnya 
kepada anaknya, mengatakan: 
“Anakku, akrabkan dirimu dengan Al-Quran, kitab agung 
pengetahuan ini, meski hanya dalam bentuk membacanya (tanpa 
mempelajarinya). Dengan demikian, engkau telah membangun 
hubungan dengan Yang Terkasih. Jangan berpikir bahwa 
membacanya saja tanpa pemahaman (ma’rifah) adalah tak ada 
gunanya. Kesan seperti itu adalah hasutan setan. Bukankah ini 
adalah kitab yang datang dari Yang Terkasih untuk semua orang, 
termasuk untukmu Anakku! Surat dari Yang Terkasih amatlah indah 
meski si pencinta tak tahu maknanya. Dengan hasrat seperti itu, 
cinta Yang Terkasih, yang adalah kebaikan tertinggi, akan 
menyapamu dan, siapa tahu, ia mungkin mengulurkan 
tangannya.”10 
 
Di dalam kata-kata Imam Khomeini r.a. di atas, penulis menemukan 
bahwa adanya suatu efek khusus yang diperoleh lewat membaca Alquran, 
meskipun tidak memahami artinya. Efek ini mengantarkan jiwa si pembaca 
menuju keintiman dengan Yang Terkasih dan memperoleh taufik dan 
hidayah-Nya, sehingga memampukan seseorang untuk melepaskan diri 
dari segala bentuk penyimpangan. Pengajaran membaca Al-Quran 
                                                             
10 Putut Widjanarko. Wasiat Sufistik Imam Khomeini. Mizan. Bandung. 2001. Hal. 86. 
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dilakukan bergantian antara laki-laki dan perempuan dua kali dalam 
seminggu yakni laki-laki pada hari selasa dan kamis sedangkan 
perempuan hari senin dan rabu. 
Pendidikan keagamaan yang lainnya adalah pendidikan sholat bagi 
anak pidana yang beragama Islam. Pembinaan ini ditujukan agar para 
narapidana anak mampu mengambil hikmah dari ritual-ritual spiritual 
sekaligus membantu dalam mereformasi kejiwaan anak menjadi lebih 
baik. Tidak ada pembatasan bagi mereka untuk beribadah selama ibadah 
itu tidak mengganggu aktivitas para penghuni lapas atau sesama warga 
binaan pemasyarakatan. Dalam hal fasilitas beribadah, Lapas Anak telah 
menyediakan sebuah mesjid untuk melaksanakan ibadah bagi anak 
pidana yang beragama Islam, sedangkan bagi narapidana dan anak 
pidana yang non-muslim tidak disediakan sehingga ritual ibadah mereka 
hanya dilakukan di aula selama ini. 
Dari hasil yang penulis peroleh di atas, tampak bahwa hak anak 
dalam memperoleh fasilitas ibadah bagi yang beragama non-muslim tidak 
sebanding dengan apa yang diberikan bagi napi anak yang muslim. Hal ini 
karena tidak tersedianya gereja atau tempat ibadah lainnya bagi mereka 
yang non-muslim.  Juga, hak napi anak yang beragama non-muslim untuk 
mendapatkan pelajaran agama juga tidak diberikan.  
 
2. Pendidikan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 
Pada usaha pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, 
usaha yang dilakukan Lapas Anak tidak ada. Hal ini berbeda dengan yang 
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dilakukan di Lapas Anak pada umumnya dimana narapidana diberikan 
program latihan Pramuka yakni berupa latihan baris-berbaris, upacara 
bendera, membuat tenda, Dasadharma Pramuka dan berbagai macam 
kegiatan-kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk membina 
kesadaran para pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang dengan 
darah, akal, dan hati, siap untuk membela dan mempertahankan 
kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan dalam berbangsa dan 
bernegara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
 
3. Pendidikan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan). 
Pendidikan kemampuan intelektual (kecerdasan) pada dasarnya 
tidak jauh berbeda dengan pembinaan kesadaran beragama. Dalam 
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 
tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Bab IX dalam Deskripsi 
Ruang Lingkup Pembinaan tentang Pembinaan Kemampuan Intelektual 
(kecerdasan) dikatakan bahwa: 
“Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir 
anak pidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang 
kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan. 
Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui 
pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. 
Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar 
dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. 
Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan 
sebagainya. 
Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah 
ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan 
yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, 
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misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio 
dan sebagainya. 
Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal 
maupun non-formal agar diupayakan cara belajar melalui Program 
Kejar Paket A dan Kejar Usaha.”   
 
Pembinaan intelektual ini hanya berbentuk pendidikan membaca 
dan menulis. para anak pidana yang telah fasih dalam membaca Al-Quran 
dan Injil serta memiliki pengetahuan tentangnya ikut serta membantu 
pembimbing dalam mengajarkan para anak pidana yang belum fasih atau 
yang belum memahami pelajaran. Begitu pula dengan program 
pendidikan formal yang dirumuskan dalam tiga paket yakni Paket A, B dan 
C. Jenis pendidikan yang diberikan terbagi atas tiga paket, klasifikasinya 
adalah sebagai berikut: 
(1) Paket A yang setingkat Sekolah Dasar; 
(2) Paket B yang setingkat Sekolah Menengah Pertama; dan 
(3) Paket C yang setingkat Sekolah Menengah Umum. 
Namun, menurut wawancara penulis terhadap beberapa anak 
pidana, mereka mengaku bahwa program seperti ini tidak ada di Lapas 
Anak. Tetapi pengakuan Suwandi (Kepala Sub Seksi Pembinaan 
Lembaga Pemasyarakatan) yang menyatakan bahwa untuk paket 
pendidikan A, B, dan C telah dilaksanakan di Lapas Anak. Hal ini sungguh 
membingungkan karena dua pernyataan ini saling bertentangan satu 
sama lainnya. Bisa jadi program ini memang ada dalam Lapas Anak tetapi 
tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang semestinya. 
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4. Pendidikan Etika 
Pembinaan sikap dan perilaku adalah pembinaan yang berkaitan 
erat dengan tiga jenis pembinaan di atas. Perlu penulis jelaskan lebih 
dahulu definisi pendidikan dan etika. 
Terdapat perbedaan antara pendidikan dan etika. Meskipun etika 
adalah bagian dari pendidikan, dalam artian bahwa perolehan etika harus 
melalui proses pendidikan dan pembiasaan. Dalam perbedaan definisinya, 
pendidikan berarti pengembangan dan pembangunan. Terlepas dari cara 
dan tujuannya, pendidikan juga meliputi manusia dan hewan. Demikian 
juga pendidikan mental termasuk juga dalam pengertian pendidikan. 
Pelatihan narapidana untuk patuh kepada hukum juga termasuk 
pendidikan.  Sementara itu, dalam pengertian sikap atau akhlak, perilaku 
atau etika, khusus bagi manusia. Akhlak mengandung makna kesucian 
dan kemuliaan. Pendidikan secara terminologi berkaitan dengan usaha 
pengembangan dalam bentuk apapun yang diarahkan kepada tujuan dari 
pengembangan itu sendiri. Sementara sikap atau perilaku berkaitan 
dengan perbuatan-perbuatan yang berdasarkan dan berstandar kesucian 
dan kemuliaan. Oleh karena itulah perbuatan yang dilakukan secara 
alami, bukan perbuatan yang berlandaskan etika atau bukan perbuatan 
yang berlandaskan akhlak. Namun tidak berarti antara yang alami dan 
yang etis keduanya bertentangan, namun berkaitan antara satu dengan 
yang lainnya. 
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Di dalam lapas anak, pembinaan sikap dan perilaku diterapkan 
dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila yang ada dalam masyarakat 
Lapas. Ini terlihat dari metode yang digunakan adalah memberikan 
kebebasan kepada Anak Pidana untuk bersosialisasi sebebas-bebasnya 
asal tidak melanggar nilai-nilai dari Pancasila sebagai landasan ideologis. 
Sebagaimana halnya suatu ideologi, yang merupakan suatu kumpulan 
prinsip-prinsip kepercayaan yang menawarkan visi dan misi dalam 
menjalani kehidupan individu dan sosial. Pada perumusannya, ideologi 
memberikan konsep-konsep abstrak yang terklasifikasi menjadi konsep-
konsep yang memuat nilai kebaikan dan keburukan. Dalam istilah filsafat, 
konsep-konsep ini dikenal dengan istilah konsep-konsep aksiologi. 
Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani “axios”yang artinya 
nilai,manfaat, dan “logos”yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi 
adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. 
Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan 
metafisika suatu nilai.Nilai (value dalam Inggris) berasal dari kata 
Latin“valere”yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat 
merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai 
“keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang 
berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang 
diinginkan.Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu 
kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi 
Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai 
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Pancasila. Penulis telah membahas landasan fundamental dari aksiologi 
Pancasila dalam subbab Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan 
Bernegara. Jadi, menurut penulis bahwa pembinaan ini merupakan 
kesinambungan dari pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. 
Pembinaan yang disebut belakangan menjadi patokan abstrak teoretis, 
sedangkan pembinaan sikap dan perilaku merupakan upaya untuk 
menanamkan nilai-nilai abstrak itu dalam jiwa baik terhadap diri sendiri 
maupun dalam pergaulan sosial. 
Dalam kesehariannya, pihak Lapas Anak melakukan pemantauan 
terhadap aktivitas tingkah laku anak binaannya. Setiap anak diberikan 
penilaian terhadap perkembangan sikap dan mentalnya dalam beretika. 
Hal ini juga menjadi dasar pertimbangan bagi Lapas Anak untuk membuat 
perencanaan penempatan kerja dimana program ini adalah program 
reintegrasi anak didik pemasyarakatan sebelum terjun langsung ke dalam 
masyarakat setelah bebas atau dibebaskan. 
 
5. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Jasmani dan Rohani. 
Kesehatan jasmani dan rohani merupakan dua pilar yang 
memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Pembinaan 
kesehatan jasmani yang memfokuskan diri pada pembentukan otot-otot 
yang kuat, metabolisme tubuh yang seimbang, aliran darah yang lancar 
dan sebagainya. Biasanya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani di 
Lapas Anak diadakan satu kali dalam seminggu yakni tepatnya pada hari 
minggu dengan olahraga senam. Olahraga senam ini wajib diikuti oleh 
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semua anak pidana.  Ada juga lapangan tenis yang tersedia di dalam 
lapas anak, namun para anak pidana sendiri tidak diberikan kesempatan 
untuk menggunakan haknya dalam menggunakan lapangan tenis 
tersebut. Menurut wawancara dengan salah satu anak pidana bahwa 
lapangan tenis itu hanya digunakan oleh pegawai lapas sedangkan 
mereka hanya disuruh untuk memungut-mungut bola tenis. Padahal ini 
merupakan hak anak pidana yang wajib disediakan oleh Lapas Anak 
karena merupakan amanah yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan 
bahwa: 
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan berhak 
mendapat perawatan jasmani berupa: 
a. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi; 
b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan 
c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi. 
 
Kegiatan senam ini juga dilaksanakan bersamaan dengan para 
narapidana dewasa lainnya. Yang kita ketahui bersama bahwa 
narapidana anak dengan narapidana dewasa tidak boleh disatukan. Di 
dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak juga terdapat sebuah klinik. Klinik 
ini berfungsi untuk para anak pidana yg jatuh sakit. Tetapi menurut 
wawancara terhadap para anak pidana, mereka mengatakan bahwa 
tenaga medis yang disediakan kurang memadai.  
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6. Pendidikan Reintegrasi Sehat Dengan Masyarakat. 
Pendidikan reintegrasi di masyarakat adalah pembinaan yang 
memfokuskan kepada perilaku bergaul dalam kehidupan sosial di antara 
anak pidana dengan masyarakat. Pembinaan jenis ini terbagi menjadi dua 
program yakni, program asimilasi dan integrasi. 
Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana 
dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Anak 
pidana yang ingin memperoleh kesempatan untuk asimilasi,  memerlukan 
syarat-syarat tertentu yakni ia harus berada dalam fase pembinaan tahap 
lanjutan. Penetapan fase tahap pembinaan ini ditetapkan melalui sidang 
Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina 
Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan dan Wali Anak Pidana. 
Data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan 
pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pembinaan tahap lanjutan 
dilaksanakan di dalam Lapas. 
Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan 
dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan 
masyarakat. Anak pidana yang ingin memperoleh kesempatan untuk 
integrasi memerlukan syarat-syarat tertentu yakni ia harus berada dalam 
fase pembinaan tahap akhir. Penetapan fase tahap pembinaan ini 
ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan 
data dari Pembina Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan dan 
Wali Anak Pidana. Data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan, 
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penilaian, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Pembinaan 
tahap lanjutan dilaksanakan di dalam Lapas. 
Dalam menunjang reintegrasi, maka anak pidana di dalam Lapas 
juga senantiasa diperhatikan haknya untuk bertemu dengan keluarganya. 
Ini berfungsi untuk menjaga dan mempererat kedekatan persaudaraan 
dan emosional antara anak pidana dengan dunia luar. Sewaktu penelitian 
ini dilakukan ada satu anak pidana yang sedang dicoba untuk 
berintegrasi, yakni dengan cara diberikan pekerjaan sebagai tukang parkir 
di luar lapas. Penempatan ini memang masih dalam area lapas anak, 
kaena untuk memudahkan pengawasan dan penjagaan terhadap aktivitas 
dan kemungkina kaburnya si anak kata salah seorang pegawai lapas yang 
penulis wawancarai.      
Anak-anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (baik 
syarat umum maupun syarat khusus), berhak memperoleh tahap 
pembinaan yang selanjutnya, misalnya seperti mendapat remisi, asimilasi, 
maupun cuti. Namun, data-data berkenaan dengan asimilasi tersebut tidak 
bisa penulis dapatkan di Lapas Anak. 
Bentuk hak lain yang lahir dari pendidikan reintegrasi sehat yang 
dimiliki oleh anak pidana yaitu pemberian remisi, mendapat pembebasan 
bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Untuk mendapatkan remisi 
setidaknya anak pidana harus menjalani masa pidananya selama 6 
(enam) bulan. Begitu juga dengan pembebasan bersyarat, yang untuk 
mendapatkannya harus memenuhi syarat telah menjalani 2/3 (dua pertiga) 
masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana 
tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Remisi yang diberikan selalu 
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disambut dengan gembira oleh para anak pidana. Berikut tabel mengenai 
data remisi para anak pidana yang penulis peroleh sewaktu mengadakan 
penelitian: 
Tabel 2. 
Data Tentang Remisi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Klas IIB Parepare Tahun 2013 
No Nama Jenis Remisi Lama Remisi 
1 Aco 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
1 Bulan 
15 Hari 
2 Muh.Jihadul 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
1 Bulan 
15 Hari 
3 Muh.Erwin 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
2 Bulan 
- 
4 Hermawan 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
1 Bulan 
15 Hari 
5 Rasmin 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
1 Bulan 
15 Hari 
6 Saiful 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
1 Bulan 
15 Hari 
7 Fery 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
3 Bulan 
27 Hari 
8 Darwansa 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
3 Bulan 
27 Hari 
9 Ilham 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
3 Bulan 
1 Bulan 
10 Imran 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
2 Bulan 
1 Bulan 
11 Hendrik 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
2 Bulan 
15 Hari 
12 Asrul 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
1 Bulan 
15 Hari 
13 Resky 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
4 Bulan 
16 Hari 
14 Rahmi 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
1 Bulan 
2 Hari 
15 Tison 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
1 Bulan 
18 Hari 
16 Sulfikar 
Remisi Umum 
Remisi Khusus 
1 Bulan 
15 Hari 
   Sumber data: Lapas Anak Klas IIB Parepare Tahun 2013 
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Wawancara penulis dengan salah seorang anak pidana mengenai 
remisi mengatakan bahwa dia merasa sangat puas dengan adanya remisi 
karena dapat memberikan harapan bagi dirinya untuk meneruskan hidup 
dengan baik dalam masyarakat serta sangat membantu dalam 
menghilangkan rasa jenuh akibat berada dalam lapas. 
  
7. Pembinaan Keterampilan Kerja. 
Pengetahuan keterampilan yang diberikan kepada anak pidana, 
misalnya keterampilan membuat bingkai, lemari, asbak, gantungan kunci 
dan keset. Hasil dari kerajinan tangan tersebut kemudian dijual kepada 
pengunjung lapas anak. Hasil dari penjualan barang-barang kerajinan 
tangan tersebut dibagikan secara rata kepada masing-masing anak 
tersebut. Oleh karena itu, hak mereka terhadap hasil dari kerja mereka 
terpenuhi. Ini berfungsi sebagai bekal hidup anak-anak tersebut nanti 
selepas menjalani masa hukuman, baik karena sudah habis atau melalui 
pembebasan bersyarat, sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan 
mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional. 
Setidaknya mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat 
berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya. 
Para anak pidana tersebut dibekali keterampilan oleh beberapa 
wali pembimbing. Dengan pembinaan ini, para anak pidana diharapkan 
mampu mengembangkan potensi kreativitas mereka sesuai dengan bakat 
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masing-masing. Dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah kreativitas 
yang positif, yang mampu menjadi bekal dalam menghasilkan 
pendapatan. Dari wawancara penulis dengan para anak pidana terbukti 
antusias mereka sangatlah tinggi terhadap kegiatan keterampilan ini. 
Karena menurut mereka kegiatan ini sangatlah berguna untuk digunakan 
sebagai bekal apabila mereka sudah bebas dari hukuman di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIB Kota Parepare. 
 
B. Hambatan-Hambatan dalam Proses Pemenuhan Hak Anak 
Melalui Pendidikan dan Pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Klas IIB Parepare. 
Dari hasil penelitian penulis di lapas anak, penulis menemukan 
beberapa hambatan dalam proses pembinaan anak pidana, yaitu: 
1. Sel anak pidana dan sel narapidana dewasa digabung. Ini 
mengindikasikan bahwa ada kemungkinan besar pengaruh para 
narapidana dewasa untuk mempengaruhi pemikiran anak. Di 
samping itu, karena jiwa anak yang tidak stabil, maka segala 
macam perkataan dan sikap buruk yang ditampilkan oleh para 
narapidana dewasa akan diikuti pula oleh anak. Di dalam ilmu 
kriminologi, teori ini dikenal dengan teori imitasi. Persoalan ini pada 
akhirnya akan menghambat proses pembinaan pada anak didik. 
2. Selain itu masalah dana dan kurangnya sarana dan prasarana, 
juga menjadi kendala dalam pelaksanaan hak-hak dan pembinaan 
terhadap anak yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan 
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ini. Seperti ruang pembinaan keterampilan, olahraga, dan 
perpustakaan yang disamakan dengan narapidana dewasa dimana 
hal ini juga berkemungkinan merusak sikap dan mental anak akibat 
ajaran dan perilaku buruk dari para narapidana dewasa. 
3. Hambatan yang lainnya adalah tidak profesionalnya para pegawai 
Lapas. Ini berakibat terhadap proses interaksi dan komunikasi 
antara para staf dengan anak pidana tidak berjalan sebagaimana 
mestinya. Menurut Suwandi, Amd.,I.P., S.H. (Kasubsi Reg dan 
Bimpas) yang penulis wawancarai mengatakan bahwa lapas 
khusus anak masih terbilang baru di Indonesia sehingga para 
petugas juga masih sementara mendalami dan mempelajari 
mengenai hakikat pembinaan anak karena hal yang baru tidak 
langsung bagus tetapi mesti diasah untuk menjadi bagus. Lebih 
lanjut beliau mengatakan bahwa pihak lapas anak akan terus 
berupaya untuk berbenah dan mengatasi beberapa kekurangan 
yang ada. 
4. Hambatan yang lainnya adalah kurangnya sumber daya manusia 
sehingga pelayanan yang diberikan dari pihak Lapas Klas IIB Kota 
Parepare tidak berjalan maksimal dan tidak menjangkau seluruh 
tugas yang dibebankan. 
5. Beberapa anak pidana terkadang susah untuk diberikan arahan 
oleh para pegawai lapas. 
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BAB V 
 PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan 
dan pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Kota 
Parepare masih kurang dimana kekurangan tersebut antara lain 
hak di bidang pengajaran dan pengamalan hakikat Pancasila, 
masih terdapat narapidana dewasa sehingga hak mereka untuk 
dipisahkan menjadi tidak terpenuhi, hak untuk mendapatkan 
bimbingan yang berfokus kepada kejuruan profesi sebagaimana 
mestinya, hak untuk mendapatkan pendidikan seperti yang 
diperoleh di sekolah formal (paket A, B, dan C), hak untuk 
memperoleh pembinaan reintegrasi sosial seperti asimilasi dan 
integrasi tidak dilengkapi dengan kerjasama-kerjasama antar 
lembaga sosial selain Kementerian Sosial serta pembinaan dalam 
hal pengembangan kreativitas dan bakat cenderung monoton. 
2. Mengenai kendala yang dihadapi petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Klas IIB Kota Parepare dalam proses pemenuhan 
hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang layak bagi 
narapidana anak. Dikarenakan kurangnya pemasokan dana dari 
pemerintah sehingga fasilitas yang ada tidak menunjang dan 
memadai pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi 
naraidana anak. Tidak adanya sanksi disiplin yang ketat terhadap 
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anak pidana yang tidak mengikuti proses pendidikan dan pelatihan 
dengan baik sehingga masih banyak oknum-oknum di dalam Lapas 
Klas IIB Kota Parepare yang memberikan perlakuan istimewa 
kepada orang yang berpengaruh. 
 
B. Saran 
a. Seharusnya mutu pendidikan senantiasa diperbaharui dan 
disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sesuai dengan 
perkembangan zaman dan dijalankan sesuai sistem atau aturan 
yang sebagaimana mestinya. Lembaga Pemasyarakatan juga 
semestinya harus memberikan pelatihan khusus terhadap staf 
Lapas yang melakukan kontak langsung dengan anak pidana. 
b. Disarankan agar Lembaga Pemasyarakatan seharusnya 
memberikan sanksi terhadap narapidana anak dalam hal 
pembinaan ketika melanggar tata tertib di Lembaga 
Pemasyarakatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
DAFTAR PUSTAKA 
 
A. Buku 
Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak.  PT. Grafindo Persada. Jakarta. 
1983. 
______. Prospek Hukum Pidana Indonesia (Dalam MewujudkanKeadilan 
Masyarakat). Restu Agung. Jakarta. 2006. 
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I). P.T.Radja Grafindo 
Persada. Makassar. 2002. 
Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum 
Terhadap PenegakanHAM di Indonesia. Disertasi. Makassar. 
Perpustakaan FH-Unair. 1999. 
 
Dahlan, M.Y. AI-Barry, Kamus Induk Istilah llmiah Seri Intelectual, 
Surabaya, Target Press, 2003. 
 
Dellyana, Shanty. Wanita dan Anak di Mata Hukum. Liberty. Yogyakarta. 
1988. 
Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia Edisi Kedua. Balai Pustaka. Jakarta. 1994 
Djoko Prakoso. Hukum Penitensier di Indonesia. Liberty. Yokyakarta. 
1988. 
Dwidja   Priyanto, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di 
Indonesia, Refika Aditama, Bandung. 
Effendy, Rusli. Azas-Azas Hukum Pidana; Cetakan III. Lembaga 
Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia 
(LEPPEN-UMI). Makassar. 1986. 
Hamzah, Andi. 1994.Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia Dari 
Retribusi di Reformasi, Pradaya Paramita, Jakarta. 
Kanter E.Y & S.R. Sianturi.Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan 
Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta. 2002. 
Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier Indonesia. Armico. Bandung. 1984. 
61 
Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar 
Baru. Bandung. 1997. 
Mulyadi, Lilik. Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan 
Permasalahannya). Mandar Maju.Bandung. 2005. 
Mulyono, Y. Bambang. Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan 
Penanggulangannya. Kanisius. Yogyakarta. 1984. 
Naning Ramdlon, HAM Di Indonesia, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI. 
Makalah. 1983. 
 
Panjaitan dan Simorangkir, LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan 
Pidana, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1995. 
 
Putut Widjanarko. Wasiat Sufistik Imam Khomeini. Mizan. Bandung. 2001. 
Priyatno, Dwidja. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. PT 
Refika Aditama. Bandung. 2006. 
Sudarsono. Kenakalan Remaja. Rineka Cipta. Jakarta. 1991. 
Syahruddin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan 
Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri, Disertasi. 
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
Makassar. 2010. 
 
 
B. Undang – Undang 
Moeljatno.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bumi Aksara. 
Jakarta. 2001. 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
C.  Situs 
http://www.wikipedia.com/jenis-jenis-pelatihan 
